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ABSTRAK 

 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 06 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah 

Tahanan Negara adalah untuk menjamin terselenggarakannya tertib kehidupan di 

Lapas dan Rutan. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang tidak menaati tata 

tertib sebagaimana yang telah diatur disebut dengan pelanggaran disiplin. 

Terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin maka akan dikenakan 

hukuman disiplin. Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin terhadap narapidana 

yang melakukan pelanggaran dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala 

pengamanan sebelum dijatuhi hukuman disiplin. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 1) Bagaimanan Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 terhadap 

Narapidana yang melakukan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 

Muaro Sijunjung. 2) Apakah Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 

2013 terhadap Narapidana yang melakukan kekerasan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung. 3) Bagaimana Upaya Mengatasi 

Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 terhadap Narapidana yang 

melakukan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung 

Kelas II B Muaro Sijunjung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

empiris. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder 

yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. dan analisis data 

dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: 1) 

Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 06 tahun 2013 terhadap Narapidana yang melakukan kekerasan 

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung belum sesuai ketentuan 

Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 06 tahun 2013. 2) Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Tata 

Tertib yaitu terdapat kendala yuridis diantaranya faktor penegakan hukum dan 

kendala teknis berupa kurangnya jumlah personil, sarana dan prasarana. 3) Upaya 

Mengatasi Kendala-Kendala secara yuridis dan secara teknis.  
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